BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus berkosentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan   jasa   yang   terkait   dengan   kompetensi   utamanya.   Dengan   adanya konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan, akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas dan daya saing di pasaran. Iklim persaingan usaha yang makin ketat membuat perusahaan berusaha untuk

melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production).1 Salah satu solusinya
adalah  dengan  sistem  outsourcing  ,  dimana  dengan  sistem  ini  perusahaan dapat  menghemat  pengeluaran  dalam  membiayai  sumber  daya  manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.2
Pekerjaan penunjang bagi perusahaan diserahkan kepada pihak lain

melalui perusahaan penyedia jasa. Proses kegiatan inilah yang dikenal dengan istilah outsourcing. Outsourcing   (alih daya) diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana  badan  penyedia  jasa  tersebut  melakukan  proses  administrasi  dan

manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para
1   http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/31/teropong/komenhukum.htm ,Wirawan,  Rubrik Hukum Teropong,Apa yang dimaksud dengan sistem outsourcing? (dalam Keshy Meida Kurnia Restu. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja   Outsourcing (Alih Daya) Pada PT. Sucofindo Cabang Padang. Skripsi. Universitas Andalas Padang).

2 Ibid
pihak3 atau dengan kata lain outsourcing   merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan induk ke perusahaan lain di luar perusahaan induk. Pengaturan hukum outsourcing  ini terdapat dalam Undang- undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (Pasal 64,65,66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/MEN/VI/2004 Tentang Tata CaraPerizina n Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Outsourcing (alih daya) diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pada Pasal 64 disebutkan : “Perusahaan  dapat  menyerahkan  sebagian  pelaksanaan  pekerjaan  kepada

perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia

jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”

Pada dasarnya ada beberapa tujuan dari pelaksanaan sistem outsourcing, antara lain  untuk mengembangkan  kemitraan usaha, sehingga satu perusahaan tidak akan menguasai suatu kegiatan industri. Dalam jangka panjang kegiatan  tersebut  diharapkan  akan  mampu  mengurangi  pemusatan kegiatan industri di perkotaan menjadi lebih merata ke daerah-daerah4.

Pelaksanaan  sistem  outsourcing  juga  memberikan  manfaat  bagi

pemerintah, masyarakat,pekerja, dan pengusaha. Bagi pemerintah outsourcing memberi manfaat yaitu membantu mengembangkan dan mendorong pertumbuhan   ekonomi   secara   nasional,   pembinaan   dan   pengembangan kegiatan    koperasi    dan    usaha    kecil,    mengurangi    beban    pemerintah

3  http://www.apindo.or.id ,Artikel “Outsource dipandang dari sudut perusahaan pemberi kerja”,

diakses tanggal 10 Maret 2018.
4 Komang Priambada, 2008, outsourcing Versus Serikat Pekeja, Alih Daya Publishing, Jakarta:hlm
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kota/kabupaten dalam penyediaan fasilitas umum, seperti: transportasi, listrik, air dan pelaksanaan ketertiban umum.5  Bagi masyarakat dan pekerja, sistem outsourcing memberi manfaat antara lain aktivasi industri di daerah akan mendorong kegiatan ekonomi penunjang di lingkungan masyarakat, mengembangkan infrastruktur sosial masyarakat, budaya kerja, disiplin dan peningkatan kemampuan ekonomi, mengurangi pengangguran dan mencegah terjadinya urbanisasi, meningkatkan kemampuan dan budaya perusahaan di lingkungan masyarakat.

Bagi perusahaan, sistem outsourcing memberi manfaat antara lain meningkatkan fokus perusahaan, memanfaatkan kemampuan kelas dunia, membagi resiko, sumber daya sendiri dapat dipergunakan untuk kebutuhan lain, menciptakan dana segar, mengurangi dan mengendalikan biaya operasi, dan memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri.6
Sistem outsourcing telah membuka peluang munculnya perusahaan

baru di bidang jasa outsourcing, dan pada sisi lain telah memungkinkan perusahaan yang telah berdiri untuk melakukan efisiensi melalui pemanfaatan jasa perusahaan outsourcing. Sistem outsourcing ditujukan untuk mengatasi beberapa permasalahan perekonomian7 oleh karena itu, pekerjaan yang di outsourcing  bukanlah  pekerjaan  yang  berhubungan  langsung  dengan  inti bisnis perusahaan, melainkan pekerjaan penunjang (staff level ke bawah), meski terkadang ada juga posisi manajerial yang di outsourcing, namun tetap

saja hanya untuk pekerjaan dalam waktu tertentu.
5 Ibid. Hlm 64
6 Iftida Yasar, 2008, Sukses Implementasi , PPM Manajemen, Jakarta: cet 1, Hlm 15
7 Muhaimin Iskandar, kilasan tentang Hukum, Metro TV, 4 November 2010

Dalam perkembangnnya banyak pihak yang menolak pemberlakuan sistem outsourcing, karena sistem outsourcing dianggap merugikan pekerja dan hanya menguntungkan perusahaan. Hal ini disebabkan karena outsourcing membuat perusahaan lebih memilih mengangkat pekerja secara outsourcing daripada pekerja tetap karena melalui outsourcing perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Adanya beberapa masalah pokok praktik outsourcing yang tidak benar, antara lain pembayaran gaji yang tak sesuai,  tidak  adanya  tunjangan-tunjangan  (kesehatan,  masa  kerja),  kontrak yang tidak diperpanjang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Dengan Sistem Outsourcing di PT. Rajawali Buana Agung, Selong – Lombok Timur.

B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1.   Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja oursourcing di PT.

Rajawali Buana Agung - Mataram?

2.   Apakah manfaat-manfaat yang diberikan kepada pekerja outsourcing di

PT. Rajawali Buana Agung - Mataram?

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.   Tujuan Penelitian
a.   Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing
PT. Rajawali Buana Agung - Mataram.

b.   Untuk manfaat-manfaat yang diberikan kepada pekerja outsourcing di

PT. Rajawali Buana Agung - Mataram.
2.   Manfaat Penelitian
a.   Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji Ilmu Hukum khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing.

b.   Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dalam hal perlindungan hukum terhadap pekerja dengan sistem outsourcing.
D.  Ruang Lingkup Penelitian
Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi  ini  adalah  bahasan  seputar  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja dalam perjanjian kerja dengan   sistem outsourcing di PT. Rajawali Buana Agung - Mataram serta menganalisa seputar tentang manfaat-manfaat yang di dapatkan pekerja outsourcing di PT. Rajawali Buana Agung - Mataram.


